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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.JU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi  Widyawati  Binti  Sriyono,  lahir  di  Boyolali,  06  Desember  1997,

agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H. Oyar

No. 20B, RT 004 RW 004, Kelurahan Pegangsaan

Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,

sebagai  Penggugat;

melawan

Supriyono Bin Sarimin, lahir di Boyolali, 04 Januari 1993, agama Islam,

pekerjaan  Buruh,  Pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman di  Jalan  H.  Oyar  No.  20B,  RT 004 RW

004,  Kelurahan  Pegangsaan  Dua,  Kecamatan

Kelapa  Gading,  Kota  Jakarta  Utara,  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah  membaca  dan  mempelajari surat-surat  yang  berkaitan  dengan

perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti  surat dan keterangan saksi-saksinya di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2023

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara  Nomor 2164/Pdt.G/2023/PA.JU
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tanggal  01  September  2023,  telah  mengemukakan  alasan-alasan  sebagai

berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  14  Juni  2015  dengan  Tergugat  melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor:

218/31/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015); 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

Kampung Rawa Gelam, RT.003 RW.006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan

Cakung, Kota Jakarta Timur. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1

(satu) orang anak yang bernama Lutfi  Azka Raqila (P) lahir di Jakarta, 11

Agustus 2015;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan  dengan  baik,  harmonis  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  akan

tetapi sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

perselisihan  dan  percekcokan  yang  terus  menerus  dan  sulit  untuk

didamaikan yang disebabkan antara lain: 

a. Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  untuk  Penggugat  sejak  awal

menikah hingga sekarang dikarenaka uang yang di dapat Tergugat habis

untuk  membeli  obat-obatan  terlarang  berupa  ganja  yang  diketahui

Penggugat dari melihat adanya ganja tersebut di lemari Tergugat;

b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti

memukul bagian tubuh dan menampar bagian wajah Penggugat ketika

terjadi perselisihan dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan

memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah

sikapnya  namun  Tergugat  tetap  tidak  dapat  berubah.  Oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  tersebut  terjadi  pada  21  November  2016,  dimana  saat  itu
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Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat,  karena  diusir  oleh  Tergugat

Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun

dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina

rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk

melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan  dalil  -  dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu)  bainsughra Tergugat Supriyono Bin Sarimin

terhadap Penggugat Desi Widyawati Binti Sriyono;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor

2164/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di  persidangan,   Tergugat telah dua

kali  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadiran   Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,

sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya  Tergugat;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir kembali

untuk  tidak  bercerai  dan  kembali  rukun  dengan   Tergugat,  akan  tetapi

Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil   Penggugatannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Bahwa  proses  mediasi  dalam  perkara  a  quo sebagaimana  maksud

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena  Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya,  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap  dipertahankan

oleh  Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  Penggugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  218/31/VI/2015,  aslinya

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara pada tanggal  15 Juni 2015

(P.1); 

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi-saksi.

1. Sri  Rejeki  Binti  Pawiro  Pamin,  umur  53  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bhakti ABRI No.

56  RT 003  RW 004  Kelurahan  Pehgangsaan  Dua  Kecamatan  Kelapa

Gading Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya

pada pokoknya sebagai berikut: 

-   Bahwa saksi  adalah  Ibu  kandung  Penggugat,  dan  kenal  dengan

Tergugat;

-  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  telah

kumpul bersama  sebagai suami istri,  dan telah dikaruniai  satu orang

anak;
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-  Bahwa  setahu  saksi  sejak  pertengahan  tahun  2016  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  sejak

menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

karena  uangnya  dipergunakan  Tergugat  untuk  membeli  obat-obatan

terlarang seperti ganja;

-   Bahwa selain  itu  bila  terjadi  pertengkrana  Tergugat  sering menyakiti

badan Penggugat, dengan memukul badan Penggugat hingga memar;

-  Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2016  Tergugat jarang berada di

rumah bersama Penggugat;

-  Bahwa saksi sudah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara

nyarankan  Penggugat  agar  bisa  rukun  kembal,  tapi  Penggugat

menolak;

2.  Safartiningsih  Binti  Sriyono,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di . Bhakti ABRI No. 56 RT 003 RW 004

Kelurahan  Pehgangsaan  Dua  Kecamatan  Kelapa  Gading  Kota  Jakarta

Utara  memberikan  keterangan  dibawah  sumpahnya  pada  pokoknya

sebagai berikut:

    -  Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan

Tergugat;

-  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul

bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;

-  Bahwa  saksi  tahu  sejak  pertengahan  tahun  2016  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Terggugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  sejak

menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

dan  bila  terjadi  pertengkaran  Tergugat  sering  menyakiti  badan

Penggugat hingga memar;

-   Bahwa saksi pernah melihat dibagian bahu Penggugat terlihat memar,

karena habis dipukul oleh Tergugat;
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- Bahwa  saksi tahu sejak akhir tahun 2016 Tergugat jarang terlihat berada

di rumah bersama Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai

dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Penggugat  telah

membenarkannya;

Bahwa  selanjutnya Penggugat telah   menyampaikan kesimpulan yang

isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  sudah  dua  kali  dipanggil

secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak

datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

untuk  datang  menghadap  di  persidangan,  dan  Tergugat  tidak  mengajukan

eksepsi,  serta  gugatan tersebut  tidak melawan hukum. Maka  Tergugat yang

telah  dipanggil  secara  resmi dan  patut akan tetapi  tidak  datang  menghadap

harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan tersebut  harus  diperiksa secara

verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatan  cerainya

sebagaimana pada posita 1  s/d posita 6,  adalah  didasarkan pada ketentuan

dalam  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
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Perkawinan  juncto pasal  19 (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan dua orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P-1 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah),  telah

bermeterai cukup, sudah  di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  data  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal   14 Juni 2015,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

HIR  juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  sementara  dari  alasan-alasan  Cerai  Gugat  pada

posita  1  dan  posita  2,  dihubungkan  dengan  surat  bukti  (P.1),  telah  terbukti

secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan

yang  sah  sejak  tanggal  14  Juni  2015,  belum  pernah  bercerai  dan  telah

dikaruniai satu  orang anak yang bernama Lutfi  Azka Raqila, lahir di Jakarta,

11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145

ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat

dengan Terggugat mulai tidak harmonis, karena sejak menikah Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila terjadi pertengkaran

Tergugat  sering  menyakiti  badan Penggugat  hingga memar.  Sehingga sejak

akhir  tahun 2016 Tergugat jarang terlihat berada di rumah bersama Penggugat,

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/  dialami sendiri  dan relevan

dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu
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keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR.  Sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal

172 HIR;

Menimbang,  bahwa  dari  alasan-alasan  pada  posita  3  s/d  posita  6,

dihubungkan  bukti  surat  (P-1)  dan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  telah

ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan

Terggugat mulai tidak harmonis, karena sejak menikah Tergugat tidak pernah

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  dan  bila  terjadi  pertengkaran

Tergugat sering menyakiti badan Penggugat hingga memar;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat jarang terlihat di rumah bersama

Penggugat;

- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun  Penggugat

menolak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  maka

Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka

alasan-alas gugatan Penggugat  pada posita  3 s/d  posita  6 telah memenuhi

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal

19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 surat gugatan

dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughro  Tergugat

terhadap Penggugat; 
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Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang  Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI : 

1. Menyatakan, bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriyono Bin Sarimin)

kepada Penggugat (Desi Widyawati Binti Sriyono);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp  595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin,

tanggal  18  September  2023  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal   2  Rabiul

Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun,  sebagai Ketua Majelis,

Drs.  Sarnoto,  M.H.,  dan Drs.  Ahd.  Syarwani,  masing-masing sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh  Hasan Bajuri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Ttd. Ttd.

Drs. Sarnoto, MH. Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, S.H.I,. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp      30.000,00

2. Biaya Proses :  Rp      75.000,00

3. Biaya Panggilan :  Rp    450.000,00

4. Biaya PNBP panggilan :  Rp      20.000,00

5. Biaya Redaksi :  Rp      10.000,00

6. Biaya Meterai                                      :  Rp      10.000,00       +  

   Jumlah :  Rp.   595.000,00 

                                      (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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